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Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, homor .
1730/5EK/0T.01.1/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019, Perihal Penyusunan
Laporan Kegiatan Tahun 2019 yang bertujuan untuk ketertiban administrasi, dimana
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahlkamah Aging RI Nomor
143/KMA/SK/VII1/2007, tentang pemberlakuan Bubu | pada hagian ketiga (Frosedur
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Maka sesuai dengan pokok surat di atas,
hersama Inl Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyampalkan Laporan Kegiatan Tahun
2019 di maksud sesuai dengan Out Line yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Sungai Penuh

SE A

DEDI KUSWARA, SH.,MH
NIP. 197609252002121003

Jﬂtua Pengacilan Negri
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BAB |
PENDAHULUAN

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UM
Pengadilan MNegen Sungai F&nuh sahaga salah satu Satuan Kena (Satker)
Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah AgLng, berdasarkan Undang-
undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuaszaan Kehakimen mempunyal tugas
pokok | memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata
sesuai dengan kefenluan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya lersebul, dengan semangat pambaharuan
dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” - sebagaimana
dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035,
Pengadilan Negerl Sungal Penuh telah melakukan langkah-dangkah untuk
mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Biwe Prinf (Cetak
Biru) Mahkamah Agung, yailu

Kepamimpinan dan Manajaman Pangadilan ;

Kebijakan Peradilan ;

Sumber Daya Manusia {SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;

Penyelenggaraan Persidangan ,

Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keaditan |

Pelayanan Pengadilan Yang Terangkau ,

Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mawujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai

tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang

Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telan dibentuk dan dilengkapi

aparatur yang lengkap dan memadal, dan telah dipllah dalam bagian-bagian.

Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial

yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum

dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretars, Sub Bagian

Perencanaanr Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan,

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laxsana berserta staf

Dalam menjalankan tugas pokok, fungs: dan wewenangrnya, dengan dilandasi oleh

rase tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian- bagian dar Aparatur

N ® o oW N =
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Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai
Panuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung salu sama
kain, sehingga apa yang menjadi visl Badan Peradilan yaliu “"Mewijudkan Badan
Peradilan Indonesia Yang Agung” bisa lercapal, seqta sesual pula dengan
kebijakan umum pemerintahan yailu membangun Bangsa dan Negara yang
sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1845,
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Keadaan Parkara di Tingkat Pertama
PERDATA

Tahun 2019 Keadaan Perkara Perdata yang ada di Pengadilan Negeri Sungai
Penuh Perdata Gugatan Masuk di tahun 2019 adalah sebanyak 31 (tiga puluh
salu) perkara, Perkara Gugatan Permohonan yang masuk di tahun 2019 adalah
53 (lima puluh tiga) perkara, Gugatan Sederhana adalah 2 (dua) Perkara, dan
perceraian 1 (satu) perkara.

PIDANA

Tahun 2019 Keadaan Perkara Pidana yang ada di Pengadilan Negen Sungal
Penuh Pidana Biasa masuk di tahun 2018 adalah sebanyak 132 (seratus tiga
puluh dua) Perkara, Pidana Anak 5 (lima) perkara, Pidana Perkara Lalu Lintas
adalah sebanyak 1541 (serbu lima ratus empal puiuh satu) Perkara Lalin.

Jumiah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Kasasi dan
PK

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memulus serkara yang
masuk. Diantara perkara yang telash diputus ada beberapa pihak yang
mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupur PK. Tetapl pihak yang
mengajukan upaya hukum hanya sedikit sekitar 70.81% dari total perkara yang
putus, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pidana
2 Pidana 5 - . - 8
Anak

Gugatan

Gugatan
Sederhana
l Jumiah 165 30 20 7 138
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B. Penyelossian Parkara.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama
Jumiah sisa perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang
merupakan tunggakan perkara dan ha-us diselesaikan pada Tahun 2018
sebanyak 53 perkara terdirl dari 22 perkara pidana dan 31 perkara perdala.
Semua sisa perkara tahun 2018 tersebut telah dipuilus atau diselesaikan pada
tahun 2019 sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

Pidana 132 154 140

Pidana Ansk - 5 3 4
Pidana 1 1 1
Capat/RinganiL.alu
Lintas
Perdata Gugatan 31 31 2 48
Perdata Gugatan - 2 2 2
Sederhana
Perdata - 53 53 53
Permohonan

Jumlah 54 224 277 248

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Bardasarkan SEMA Nomor @ 2 Tahun 2014 bahwa jangka waklu penanganan
perkara pada Pengadilan Tingkat Perlama selama 5 (lima) bulan, untuk itu
Pengadilan Megen Sungai Penuh berusasha maksima untuk melaksanakannya.
Perkara yang putus lewat dari 5 bulan adaiah NIHIL.

Jumiah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan
PK

Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang
masuk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang
mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Tetapi pihak yang
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mengajukan upaya hukum Hampir keseluruhan perkara sekitar 70.81% dari total
perkara yang putus. Untuk lebih jelasnya capat dilihat pada tabel berikut

Gugatan
4 Perdata 2 - - - 2
Gugatan
Sedarhana
Jumlah 185 30 20 T 138

Jumlah parkara perdata yang berhasil dimediasi

Berdasarkan PERMA MNomor 1 Tahun 2316 pengerian Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk  memperokeh
kezepakatan Para Pihak dengan dibantu Medialor, Semua Perkara Perdata
yang masuk ke Pengadilan diwajibkan melaksanakan proses mediasi, tetapl ada
beberapa perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi seper
Gugatan Saderhana, keberatan atas putusan Badan Penyelessian Sengketls
Konsumen dan perkara-perkara yang diberkan batas wskiu dalam
penyalesaiannya Tahun 2019 Pengadian Negerl memproses perkara perdata
gugatan sebanyak 62 perkara tetapl 2 perkara me-upakan perkara gugalan
saderhana sehingga hanya wajlb melaksanakan mediasi terhadap 80 perkara
perdata gugatan saja. Dari 80 perkara perdata gugatan yang telah dilaksanakan
mediasi ada 1 (salu) perkara yang pihaknya mamperoleh kesepakatan.
Sehingga perkara perdate gugatan ferseout tidak dianutkan ke persidangan
untuk diperiksa dan diputus olah Majalis Hakim. UniLk lebih jelas dapal dilihal
sebaga barikut
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1 Sisa tahun 2018 21 a1 =
2 Masuk tahun 2019 N 29 1
Jumiah 62 GO 1

- Jumiah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Tahun 20189 Pengadilan MNegeri Sungai Penuh menangani perkara anak
sebanyak 5 perkara tetapi tidak ada 1 perkara pun yang berhasil melalui diversi
sehingga semua perkara anak letap dilanjutkan sampal pada putusan Hakim
seperti dapat dilihat sebagai berikut -

"1 Sisa tahun 2018
2 Masuk tahun 2018

L]
il
]

i
i
o

Berdasarkan Surst Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomaor : 1638/DJUISK/OT.01.1.8/2015 maka pada Badan Peradilan Umum telah
dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertugas untu< Melakukan
penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negen dan Pencadilan Tinggi
seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi 150 9001 2003 , diperkaya dengan
penerapan International Framewaork for Court Excellen, Palaksanaan Reformasi
Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah
Agung . pembangunan Zona Inlegritas dan Standsr Penllaian yang pernah
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014,

Adapun pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan
performa / Kinerfa Pengadilan Indonesia yang Unggu / Prima (Inconesia Court
Perdaormance Excellent - ICPE). Membangun sistem penjaminan mubu
membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama pengorbanan dan wakiu
yang tidak sedikit, Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka
Pengadilan Megeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan diseliap sisi
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untuk meningkatkan pelayanan ferhadsp para pencari keadilan. Langkah
partama pambaenahan dimulai dengan pembingan [ sosialisasi  yang
dilaksanakan terus meneris yang berfujuan untuk merubah budeya karja dan
pola pikir agar lebih baik. Langkah Kedua dengar pelaksanaan Raformasi
Birokrasl sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilites, organisasi
yvang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan putlik. Langkah
Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan
piagam pencanangan secara terbuka. "ujuannya agar semua pihak dapat
memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan
Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan
pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik.
Pembenahan dapat dimulai dengan mererapkan konsep 5 R (nngkas, rap,
resik, rawal dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan
administrasi. Acuannya Buku |l Pedoman Administrasi Peradilan baricut
peraturan-peraturan  yang dibuat oleh MA mavpun Badilum. Keenam
dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen  penjaminan
mutu, Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijaken mutu, molo, strukiur
panjaminan mutu, manual mutu, instruksi kena (1K) manajemen mutu dan SOP
tiap unit. Untuk efektifilas maka periu dibenfuk im penyusun dokumen. Ketujuh
pelaksanaan survel kepuasan masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat
merupakan pengukuran secara komprehansif kegiatan tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dar hasil pengukuran gsias pendapal masyarakal
dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survel lerdapal dalam Permenpan
No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survel Kepuasan Masyarakat.
Kedelapan pelaksanaan audit intfernal Lazimnya audit internal dilakukan oleh
para hekim untuk tujuan melaporkan tingkal kesesuaian antara informasi
dengan krileria yang ditetapkan. Audit internal berguna unluk banan evaluasi
dan  perbaikan atas  pelaksangan  sistem  penjamiran  mutu
Kesembilan pelaksanaan tinjauan mangjemsen. Rapat tinjauan manajemen
membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan
mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit intermal harus menjadi
pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk parbaikannya
Kesepuluh dilsksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggl Jambi  agar
didapatkan hasll layak atau tideknya Pengadilan hegeri Sungai Penuh

mempertahankan serifikat Akreditasi Penjaminan Muiu Pengadilan dengan nilal
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A Excelient yang telah diperolen. Kewenangan Audit telah diberikan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggl Jambi
dikarenakan Pengadilan Tinggl Jambi elah mendapal sedifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan nilal "A". Hasll dan audit terhadap Pengadilan Negern
Sungal Penuh dbaws ke Rapat Komie Keputusan Akreditasi Diraktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelan melewati semua prosesnya
Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan layak untuk mempertahankan
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A Excellent. Dengan dapat
dipertahankannya serifikat ini memacu semangat seluruh pegawsi Pengadilan
Negeri Sungai Penuh untuk terus berbenah dirfl dan meningkatkan pelayanan
terhadap para pencar keadilan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Taehun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwe Bantuan Hukum adalah jasa hukum
yang diberikan cleh Pember Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada
Panerima Bantuan Hukum, Penerima Banluan Hukum adalah orang atau
kedompok orang miskin yang tidak depst memeanuhi hak dasar secara layak dan
mandini yang menghadapl masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2014 tenlang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bag' Masyarakal
Tidak Mampu di Pangadilan dinyatakan bahwa yang beraak mendapalkan jasa
dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap oreng alau sekelompok orang yang fidak
mampu secara ekonomi danfatau tidek memilki akses pada informasi dan
konsultasi hukum yang memeriukan lavanan berupa pembernan informasi,
konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)
Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri
Sungai Penuh telah dibentuk Pos Baniuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini
merupakan wujud dan kerjassms kelembagaan antaa Pengadilan Megeri
Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan
Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAKUMADIN Cabang Sungal
Penuh yang diketuai oleh OMA IRAMA, SH. Kerjasama ini teruang dalam
perjanjian (Mol) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai
Penuh dengan OMA IRAMA, SH Posbakum pada Pengadilan Negen Sungai
Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapl sarana penunjang unfuk

melaksanakan pelayanan kepada masyesrakat yang tidak mampu Posbakum
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Pengadilan Negeri Sungai Panuh beroperasi sesual dengan |adwal piket yang
telah ditentukan Pada Tahun Anggaran 2218 Pengadilan Neger Sungal Penuh
mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empal juta
rupiah) uniuk pelaksanaan Posbakurr. Anggaran ini digurakan  untuk
memberikan honor advokat plket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu
selama 240 jam layanan. Anggaran lersebut sampai akhir Desembear 2018 telah
direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan ol fuar gedung
pengadilan yang di peruntukan bagi masyarskat yang mengalami hambatan
urtuk datang ke kantor pengadilan karens alasan jarak, transportasi dan biaya.
Pada Pengadilan Negeri Sungal Penuh lidak dilaksanakan Sidang Keliling
dikarenakan kantor Pengadilan Negen Sungai Penuh mudah diangkau oleh
seluruh masyarakal Pencan Keadiian.

Perkara Prodeo

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan sesara cuma-cuma dengan
dibiayai negara melalui anggaran Mahkarmah Agung RI. Unuk tahun Anggaran
2019 tidak ada anggaran vang tersecia dalam DIFA 03 Pengadilan Negeri
Sungai Penuh atau NIHIL
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BAB Il
Sumber Daya Manusia

1.

2.

-

4.

Mutasi

Mutasi Pegawal dari Pangadilan Negeri Sungai Penuh ke luar satker untuk

tahun 2019 adalah benumiah 1 (satu} orarg Yaitu:

1. Teguh Hariadi, S.Kom Mutasi dari Fengadilan Megeri Sungai Penuh Ke
Pengadilan Negeri Sarclangun.

Pegawai mutasi dan luar Satker ke Pengadilan Negen Sungai Penuh antara lain

- Yarti Kaselta, S Sos dari mutasi Pemerintah daerah Nias
- Yul Yandri, SE, mutasi dari Pemarintah Kabupaten Kerinci
Promosi
- @ada Pegawal yang Mendapat Promosi di tahun 2018 Yailu.
1. Sdr. Medi Ronaldi HR. A.Md dari Jurusita Perggantl Menjadi Kasubbag
Parencanaan Teknologl Infermasi dan Palaporan.

Pensiun

Terdapat 1 (satu} orang Pegawai Pengadilan MNecer Sungai Penub, yang
Memasuki usia Pensiun yaitu:

- Gazali Memasuki usia Pensiun pada bulan July 2019

Diklat
Pada Tahun 2019 inl pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengikuti
Diklat ada 3 (tiga) orang pegawai yaitu :

- Daniel Ronald, SH, M.Hum Jabatan Wakil Ketua Pengadilan hegeri Sungai
Penuh Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

- Daniel Ronald, SH, M.Hum Wakll Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Dikiat Sartifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

- Ded Kuswara, SH.,MH Ketua Pengadilan Negerl Sungai Penuh Diklat
Manajemn Resiko Bagl Ketua Pengadilan di tngkat Perfama.

- YUSRI, 5.Pdi Sekretaris Pengadilan Negeri Sungai Penuh Diklat Fim IV di
medan.
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BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangsn Tahun Anggaran 2019 mengambarkan DIFA
dan Realisasi RKA yang diursikan dalam 3 (Tiga) Program Pokok
diantaranya

., Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Peaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung Rl, dalam Tahun Anggaran 2019 didukung
dengan dana sebesar Rp. 3.159.217.888- Hingga 31 Desember
2019 lerealisasi sebesar Rp. 3.146 876 143.- atau sekitar 59.61%
dimana anggaran tersebut diperuntukkan umuk kegiatan-kKegiatan
diantaranya :

- Layanan Dukungan Manajemnen Pengadilan ,

- Layanan Perkantoran ;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Rl untuk Tahun Anggarsn 2018 ditunjang dengan dana sebesar Rp.
25.500.000,- dan teiah terealisasi sebesar Rp. 25.500.000.- atau sekitar
100% yang diperuntukkan unfuk ;

- Pengadaan Perangkal Pengolah Data dan Komunikasi

Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Program peningkatan manajemen peradilan (JIPA DIRJEN BADILUM)
T.A 2019, Pengadilan Neger Sungai Penuh memperoleh dana sabesar
Rp. 88.678.000 - dan hingga 31 Desember 2019 lerealisas: sabesar Rp.
85.014.300.- atau 96.88%. Pada Program peningkatan manajemen
peradilan ini direalisasikan pada pokok kegiatan diantaranya adalah

Pelaksanaan Posbakum.
- Perkara Peradilan Umum yang disalesalkan ditingkat pertama dan
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banding tepat wakiu
-  Perkara Peradilan Umum yang diselesalkan melalui pambebasan
biaya perkara

A. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARA
1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan
Untuk Tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mendapat
anggaran untuk Pengadaan ferkait Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor.

b. Pemeliharaan Gedung
Untuk Tahun Anggaran 201% ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh
mendapal anggaran uniuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp.
77.196.000 - dan dapat terealisasi Rp. 77.196.000,- atau sebesar 100%.
Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki € Unit Rumah Dinas
yang terdii dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Kelua, Hakim dan Panitera
seria memiliki Pos Jaga tetapi pada Tahun Anggaran 2019 ini tidak ada
alokasl dana Pemeliharaan untuk Rumah Dinas dan Pos Jaga tersebul.

c. Penghapusan
Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga
tidalk ada,

2. Sarana dan Prasarana Fasllitas Gedung
a. Pengadaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasiltas Gedung pada Tahun
Anggaran 2019 terdiri alas :
= Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komumkasi dengan
dana sebesar Rp, 25.500.000.- terealisasi 100%
b. Pemeliharaan
Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun
Anggaran 2019 terdin dar pemeliharaan |
- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer}
* AC Ruangan

= Pemeliharaan Jaringan (Lisirik, Telepon dan Internat)
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- Implementasi E-court

¢. Penghapusan
Proses penghapusan SaranaPrasarana Fasiitas Gedung tahun
anggaran 2019 fidak ada

[y

Bahwa pada tahun 2015 inl Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu
program untuk memperancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-
Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2018 Pengadilan Negeri Sungal Penuh telah resmi
meampergunakan Aplikas| E-Courl yang mana seliap perkara perdata yang
masuk hamnus melalul aplikasi e-court

Pada bulan Desember201% Mahkamah Agung telah menginmkan Alat

Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

1. Server 1 (satu) Unil
2. Rak Server 1 {satu) Lint
3. PC 4 (empat) Unit
4. UPS 4 (empat) Unit

5 Layar Monitor Informasi 1 (satu) Unit.

Implementasi SIPP

Dukungan perangkal Teknologi Informasi pada Pengadilan Neger Sungai
Penuh didalam membaniu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
masih dirasa kurang, baik dari segi jumlan maupun kuslitasnya. Sebagaimana
kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir inl berupaya
untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistam berbasis T1 Untuk
pemakatan sistem aplikasi berbasis TIl, Mahkamah Agung telah
membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua
badan peradilan dibawahnya bernama SPP/CTS, dan Apiikasi E-court Guna
untuk mempermudah para pencarl keadilan dalam mendafiar perkara, Dengan
adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan
diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker ilu sendin adalah
kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Secera gatis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Psrangkatl Lunak
pendukung Kinerja di Pengadilan Neger Sungai Penuh adalah sebagai berikut ©

a8  Perangkal Keras
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Sampal saal ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi
Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada
Pengadilan Negeri Sungal Penuh adalah sebagai berikut :

PC Sarver 1 unit Kondisi Baik

.

2 PC Desktop 17 unit Kondisi Baik
3 Laptop 14 unit Kondisi Baik
4 Router 1 unit Kondisi Baik
5 Hub 1 unit Kondisi Baik
& Modem Speedy 2 unit Kondisi Baik
7 Wiralas Wifi 9 unit Kondisi Baik

Kessluruhan dari Perangkat Keras berupa PCilsptop dapat diuraikan
peruangan sabagal barikut :

2 Ruang WKPN - Lapiop 1 Unil - Administrasi

- PG 1 Unit - SIPPICTS

- Informasi  jadwal
sidang

3 Ruang Hakim - Laptop 2 Unit - SIPP/CTS
4 Ruang Panitera - - -
5 Ruang Sekretaris - -
B Ruang Perdata - Laptop 1 Unit - Administrasi

- PC Unit 2 Unit - SIPPICTS
7 Ruang Pidana - Laptop 1 Unit - Administrasi

- PC Unit 2 Unit - SIPP/CTS
g Ruang Hukum - Laptop 1 Unit - Administrasi
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- PC Unit 2 Unit - SIPPICTS
g Ruang Kepegawaian - Laplop 1 Unit - Administrasi
- PC Unit 1 Unit - Aplikasi
Komcanas
- Aplikasi SIKEP
10 Ruang Umum dan - Laplop 3 Unit - Adminisirasi
Keuangan - PC Unit 1 Unit - Aplikasi
Keuangan,
SIMAL BMN dan
kairy kakny
' 11 Ruang - Laptop 1 Uit - Administrasi
Perencanaan, Tldan - PC Unit 1 Unit - Aplikasi RKAKL
Pelaporan - Server 1 Unit - Pengelolaan
Website
- Admin IT SIPP
12 Ruang Panitera - Laptop 1 Unit - Administrasi
Pengganti - PC Unit 1 Unit Pokok  sebapgai
PP
- SIPP/CTS
13 Ruang Pelayanan - PC Unt 5Unit - Informasi
- Pengaduan
14 Ruang Sidang - Laptop 1Unit - SIPP/CTS
15  Ruang Perpustakaan - PC Unit 1Unit - Admiristrasi dan
aplikasi
perpustakaan

b Perangkat Lunak
Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negen Sungai
Penuh yang digunskan untuk memperiacar kegiatan administrasi maupun
pelayanan kepada masyarakst pencari keadilan terdini dan :
- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkars (SIPP) yang
untuk saat ini menggunakan versi 330-1, Direktori Putusan, Apiikasl SIWAS
Pelayanan Terpadu Satu Pinlu (PTSP+), Era Tersng serta Aplikasi E-Court

seperti gambar berlkut
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Aplikasi SIWAS
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Aplikasi Era Terang
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- Bagian Umum dan Keuangan :@ Aplikasl SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi
SIMAK-BMN. SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS

- Bagian Perencanaan, Teknologl Informasi dan Pelaporan . Aplikasi REAKL
serta website www pn-sungaipenuh qo id serta adenya antivirus yang diinstal
pada masing-masing komputer atau laptop

- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP

FPublikasi Perkara (one day publish)

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendersl Badan Peradilan Umum
Momor © 3MJWHM.02.3/6/2014 tentang Administrasl Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajiokan kepada
seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikas Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) dalam seliap proses pananganan perkara yang
masuk. Pada Tahun 2019 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yartu
versi 330-1 dan pada Pengadilan Negeri Sungal Penuh telah berhasil
melaksanakan update SIPP dar versi 3.2.0-5 ke versi 330-1 tersebul Semua
perkara baik pidana maupun perdata yang lerdafiar di Kepaniteraan Pangadilan
Negeri Sungal Penuh telah dinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapl untuk
menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku serng menemul
kendala sepert terjadinya mati lampu steu pada saat tergadi kerusakan pada
server seperti pada saat kegagalan proses updale aplikasi SIPP itu sendin.
Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri
Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIP? dan telah dipublikasikan
kepada masyarakat luas melalui websile dengan alamal www sipp.pn-
sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara dinput tepat wakiu sesual aturan
yaitu maksimal 1x24 jam. Sedangkan putusan yang telah di upload ke dalam
Direkior Putusan berumiah 183 perkara dan 183 perkara yang putus tahun 2018
atau dengan kata lain sebanyak 100% telah dinput kedalam Direktor Putusan
melalui SIPP.
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BABYV

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu dari SK. Bapak Direklorat Jenderal No.
81/DJWSKIOT 01.1/2/2018 tanggal 22 Februar 2016 Tenlang pembentukan tim
Akraditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasl Penjaminan Mute ini disampaikan oleh Bapak Direktorat
Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Setalu
di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak
Direklorast Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di
sebut dengan Akredilasi, selanjulnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi
Pengaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulal pada tahun 2016 dan barfanjut
sampal dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka
seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi d masing-masing peradilan
dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan
Pengadilan i{u sandin.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akrecitasi Penjaminan Mutu
inl telah ¢i bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan mutu; pada Pengadilan Negen
Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut

Ketua Pengadilan Negeri Sebagal Top Manajar

Wakil Ketua Pengadilan Negen sebagal Manajer Repsultatif (MR)

Panitera Sebagai Waki |

Sakretaris Sebagai Waki 1l

Kasubbag Umum dan Keuangan Sebagai Anggots

Hakim

- Ratna Dewi Darimi, SH Sebagai Ketua Tim Auditor Intemnal

- Rinding Sambara, SH Sebagai Anggota Tim.

Fanmud Hukum Sebagal Ketua Tim Survey Kepuasan
Pengguna Jasa

Sekretaris Sebagai Ketua Dokumen Kontrol

Kasubbag PTIP Sebagai Anggota

Kasubbag Ortala Sebagai Anggofa
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Maka Berdasarkan Surat Keputusan ifulah di masing-masing Pengadilan
Negeri mulai membenahi din melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Scsialisasikan oleh Pengadilan Tinggi
Jambi sekaligus membenkan penyuluhan, pembinaan vang liada Fenti-hentinya
supaya masing-masing satuan kera di seluruh wilayan hokim peradilan
Pengadilan Tingg Jambi dapatl membeanahi diri untuk mempersiapkan dokumen-
dokumen yang diperiukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya unfuk
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ads dananys, namun dalam
pelaksanaannya di masing-masing Pengacilan Negen tetap ada solusinya untuk
mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Dnekiorat Jenderal Badan
Peradilan umum.

Akreditasi di aweli dengan Surat Keputusan <elua Pengadilan Negern
Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu,
jadi uniuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu fu harus berpedoman
kepada manual muty yang telah di keluarkan oleh Driektoral Jenderal Badan
Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditas. Penjaminan
Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengaditan Tinggi
Jambi mesalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Areditasi atau
buku petunjuk Audit Internal juga ada di berikan oleh Pengadilan Tinggi ke
seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan
Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan & Indonesia termasuk
Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan sdanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh
Peradilan di Indonesia termasuk Pangadilan Neger Sungai Penuh sudah jauh
melangkah kea rah yang lebih baik alau ke arah keamjuan di bandingkan pada
tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi
Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di
pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja lerutama o Pengadilan
Megeri Sungal Penuh,

Dari uraian di atas dapatiah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dar
Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:
. Kantor menjadi bersih dan rapi
= Pegawai lermotipasi uniuk meningkatkan kinerjanys
+ Dokumen-dokumen atau arsip teriata dengan baik
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Systam kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
Pegawal sudah manjauhkan diri dar perouatan tercela
Pegawai tidak ada lagi melakukan pungl

Pegawal menjadi disiplin dalam bekerja

B. Pelayanan Terpadu Satu Pinte.

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No.

TTIDJUISK/HM.02.3/272018 tentang Pelavanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

i

[ ]

Mea Umum dan Keuangan.
Mea hukum

Mea Pidana

Mea Perdata

Mea E-Court

Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk
Membantu meng anggendakan sural keluar dan meamasukkan kedalam
aplikasi PTSP

Membantu member nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
Memberikan lembar disposisipada surat masuk

Mendistribusikan surat masuk ke bidang kese<retariatan dan bidang ke
paniteraan

il

2 Meja Hukum dengan lugas-tugas sebagai berikut :

Menerima pendaftaran CV dan PT

Menerima pendaflaran surat kuasa

Menerima pendaftaran badan hokum

Menearima surat permohonan tidak pernah di hokum

Manerima surat permohonan tidak sedang di casut hak pilihnya
Menerima surat permohonan kuasa insidentil

Menyetor penerimaan PNBP ke kasT perdata

Me'akukan survey terhadap kepuasan masyarakat
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Halaman 22



- DiL
3. Meia Pidana dangan tugas-tugas sebagai berkut :
- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana
capat, lalu lintas.
- Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan senggeledahan
- Menenma berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Menenma berkas permohonan perpanjangan penananan
- DIl

- Menarima perkara gugatan sederhana melalul E-Courl
- Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melal.i E-Court
- Menerima permahonan banding

- Menerma permohonan Kasasi

- Menerima permohonan Peninjauan Kemabli (PK)
- Menerima perkara Sita

- Menerima permohonan eksekusi Ril

- Menerima permohonan eksekus

- Membukukan keuangan perkara pardata

- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dn

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalak bahwa meja
PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan
adanya maja PTSP ini masyarekat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor
Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian
dapat menjaga jarak pejabal Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim,
panitera, Panitera Pangganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batas: masyarakat
tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada kepeduan rarus ada izin
dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecusl masyarakat
tersebut ada kepeluan yang berhubungan dengan parmohonan banding, kasasi,
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PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkail dengan
perxkara yang sedang di tangani oleh FPengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidek di perbolehkan lagi umtuk mengurus
perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan angsung dengan pejabat
terkait misalnya hakim, Panitlera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di
perbolahkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapal
izin berperkara di Pengadilan,

- Inovasi Pefayanan Publik

Sepelum kami menjelaskan tentang Inovaai Pelayanan Publik di
Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahul apa itu
pengarfian Inovas:

Pengertian Inovasi adalah sualu proses a@u hasil pengembangan
pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.

Pangertian Inovasi selanjutnya adaiah inovasi merupakan setiap de atau
gagasan bary yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnyz

Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang
Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan
masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memaksl mikrofon, hal ini sudah di
lakukan lebih kurang 4 bulan, dan Fasiltas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro,
maka dari itu alat inl sangal efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau
sekiranya pera pihak yang berperkara duduknya agak jauh dan ruang sidang
dengan cara memanggil melalui mikrofon akan jelas kedengaran sehinggs
dengan bantuan alal ini petugas di persidangan tidak perlu lagi memanggil para
pihak ketempat duduknya dan fungsi Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plug Pro
dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Neger Sungai Penuh juga
menyediakan Kursi kerja, dan meja kerfa, pada Ruang Tunggu sidang
Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laplop/PC beseria Printer dan kertas
HVS seria jaringan internst guna menjamin pekerjaar pungunjung sidang dapat
terpenuhi di Pengadian Negen Sungai Penuh sembari memiliki urusan di
Pengadilan Negeri

Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kari lalukan dan
sampai sekarang masih kaml gunakan alat ilu guna uniuk membantu hakim

dalam prosas persidangan
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Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara
memanggil para pihak yang berperkara dengan alat mikrofon itu sudah termasuk
Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk
proses persidangan.
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BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL B

Saesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK /
Vil / 2008 tanggal 24 Agustus 2008, vang dimaksud dengan Pengawasan
Internal adalah pengawasan dar dalam lingkungan peradifan sendir, yang
merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan
agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat beralan sebagaimana
mestinya sesual dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMAJ 080 / SK 1 VIII / 2006 tersebut, selanjutnya
telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan
itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan ;

a Uniuk mempercleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan,
pengelolaan adminisirasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum lelah
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan. dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

¢ Unluk mecegah terjadinya penympangan, mal administrasi, dan
katidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

d. Untuk menilai kinera.

2. Tuuan Pangawssan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengeiahul kenyataan yang ada

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung,

dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijgkan dan tindakan
yang diperiukan menyangkul pelaksanaan lugas pengadilan, tingkah laku
aparat pangadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

a, Menjsga agar pelaksanaan tugas |lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
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sebagaimana mestinga, dan aparat peradiian melaksana<an f[ugasnya
dengan sebalk-baiknya.

c. Menjamin lerwujudnya pelayanan oublik yang baik bagl para pencar
keadian yang mediputi : kualitas putusan, wakiu >enyelesaian perkara yang
tepal. dan biaya berperkara yang murah,

Saebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Rl No. : KMAJ/ 080 / SK / V1l / 2008, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada

2 (dua) jenis, yartu Pengawasan Melekal dan Pengawasan Fungsional.

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas
bawahannya tersebut berjalan secara efekif dan efisien sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Fada Pengadilan Tingkat Perlama, termasuk Pengadilan Negen Sungai Penuh,

yang berwenang dan beranggung-jawab dalam melaksanakan fungsi

Fengawasan Melakat adalah .

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Perlama,

2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.

3. Seluruh Pejabat Struktural

Pada Pengadilan Tingkat Perlama, Wakil Kelua Pengadilan Neger salaku
Fimpinan PFangadilan bertindak saebsgal Koordnator Pelaksana Tugas
Pengawasan dengan mengkoordinir parz Hakim Pengawas Bidang dan Hakim
Pengawas dan Pengamat (Kimwasmsl) yang telabh ditunjuk oleh Ketus
Pengadilan Meger. Hakim-hakim Pengawsas Bidang lersebul secara periodik
selama 3 (tiga) bulan sekall menyampaikan laporan hasil pengawasan
bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pangadilan Megeri
Selanjuinya sabagai objek dan pengawasan melekat yang menadi fugas dan
tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai
Penuh telah dilakukan pengawasan Rulin oleh Hakim Tinggl Pengawas
dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan
Tingg: Jambi,

- Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam
satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan,
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pangawasan fungsioanal inl dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Rl

B. EVALUASI e

Evaluasi yang dalam bahasa Inggns dikenal dengan istilah Evaluation.
Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan
informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana
perbedaan pencapaian ifu dengan suatu standar terdentu untu< mengetahui
apaksh ada selsih di antara keduanya, serta bagaimsana manfsal yang telah
dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh
Evaluasi dapatl juga diarfikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan
pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya difkuti dengan
pengambian keputusan gtas obyek yang dievalussi. Hasil dari  kegatan
evaluasi adalah bersifat kualitatif

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilean Negeri Sunga Penuh secara rutin
melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negen Sungai Penuh melaiui
Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanzkan tap bulannya. Rapal
bulanan selain untuk Evaluasi kinena, juga difungsi<an sebagal wadah untuk
membahas mengenal sagala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga
bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan zntar keluarga
basar Pengadilan Neger Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
dengan sisiem pertemuan bulanan yang dilsksanakan seliap Bulan minggu
periama, yang dipimpin oleh Kelua atau Wakil Ketua,
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BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN R

Dari ursian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh
dapat dikatakan terlaksana cukup baik.

- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2019 adalah 86.25%.

- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2019 acalah 80.26%

- Perkara Banding Pidana 7 Perkara, Perdata 23 Perkara.

- Perkara Kasasi Pidana 5 Perkara, Perdata 15 Perkara

- Perkara PK Pidana Nihil dan Perkara Perdata 7 Perkara.

- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2019 scalsh Narkot ka, Pencurian
dan Penganiayaan.

- Penyerapan Realiasai Anggaran sebagaimana data yang lelah kami paparkan
diatas cukup bsik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk
DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang
mencapal : 98.61% dan DIPA 03 yang terdini dari Balanja Barang mencapai :
85.88%

- Pamanfaatan dan Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas
Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negen Sungai Penub dapat dikatakan cukup
baik, dilihat dari lerpanuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara

optimal.

B. SARAN I

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi
diantaranya .

- Penambahan data Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan
pelayanan yang lebih baik.

- Masih membutuhkan penambahan Sarana dan Faslitazs Perkanioran dan
Teknologi Informasi,
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- Masih sangat membutuhkan Pengadaan Genset, karena lampu d Kota Sungai
Penuh sering mati dan hal ini sering mengganggu pelaksanaan pelayanan
Pengadilan ke masyarakat.

- kami mohon untuk di kabulkannya rehab gedung kantcr.
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